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P  U  T  U  S  A  N

Nomor.   784 PK/Pdt /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  perda ta  dalam  pen in jauan  kembal i  te l ah  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

H.  ABDUL  CHALIM  al ias  TEK  LIM,   ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Raya  Tumpang  no.  293,  Desa 

Tumpang,  Kecamatan  Tumpang,  Kabupaten  Malang,  

da lam ha l  in i  member i  kuasa  kepada  :  SUMARDHAN, 

SH. ,  Advokat  berkan to r  d i  Ja lan  Karya  Timur  

Wonosar i  Blok  C/6  E,  Kota  Malang,  berdasarkan  

sura t  kuasa  khusus  tangga l  12 Februar i  2010,  

Pemohon Peninjauan  Kembal i  dahulu  Pemohon Kasasi  

/  Tergugat  I  /  Pembanding;   

m e l  a w a n :

AGUS WIDJAJA,   ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  

Perumahan Bumi  Sar i  Sela tan  Tahap I I I  Blok  H No.  

7 RT.005- RW.005,  Kelu rahan  Dadapred jo ,  Kecamatan  

Junre jo ,  Kota  Batu ,  

Termohon  Penin jauan  Kembal i  dahulu  Termohon 

Kasasi /  Penggugat  /  Terbanding;

d  a  n     :

1. Drs .  MASNUR MUSLICH.  Msi ,  ber tempat  t i ngga l  

d i  Ja lan  Ci l iwung  I I  No.  21 RT.06- RW.07,  Kota  

Malang,  

2. BANK RAKYAT INDONESIA  (BRI )  Kantor  Pusat ,  

berkedudukan  d i  Ja lan  Jendera l  Sudi rman  No.  

44  /  46,  Jakar ta  Cq.  BRI  KANTOR WILAYAH 

(KANWIL)  SURABAYA,  Ja lan  Basuk i  Rachmat  No.  

122  Surabaya ,  Cq.  BRI  CABANG MARTADINATA,  

Ja lan  Martad ina ta  Malang ,

3. FERY  NOVIANTO,  bera lamat  di  Ja lan  Raya 

Tumpang  No.  293,  Desa  Tumpang,  Kecamatan  

Tumpang,  Kabupaten  Malang,  

para  Turut  Termohon  Penin jauan  Kembal i  dahulu  
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para  Turut  Termohon  Kasasi  /  Tergugat  I I  dan 

para  Turut  Tergugat  /  para  Turut  Terbanding;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  yang  bersangku tan  

te rnya ta  Termohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  

Penggugat   –  Terband ing  te lah  mengajukan  permohonan  

pen in jauan  kembal i  te rhadap  putusan  Mahkamah Agung Republ i k  

Indones ia  No.  198 K/Pdt / 2007   tangga l  18 Desember  2007 yang  

te l ah  berkekua tan  hukum  te tap ,  da lam  perkaranya  melawan  

Pemohon Penin jauan  Kembal i  dahulu  Pemohon Kasas i  /  Terguga t  

I  –  Pemband ing  dan  para  Turu t  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

dahu lu  para  Turu t  Termohon  Kasas i  /  para  Turu t  Tergugat  I  

dan  I I  -  para  Turu t   Terband ing  dengan  pos i t a  perkara  

sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa  pada  tangga  12  Ju l i  2002  Penggugat  te lah  

mengadakan  per jan j i a n  dengan  para  Terguga t  yang  te r t uang  

dalam  Akta  Per jan j i a n  Ker ja  Sama No.  15   yang  dibua t  

o leh  Notar i s  LUSHUN ADJI  DHARMANTO,  SH.  ten tang  ker j a  

sama  da lam  bidang  pembuatan  atau  pend i r i an  Stas iun  

Pengis i an  Bahan  Bakar  Umum (SPBU)  yang  akan  dibangun  di  

atas  tanah  se luas  ±  2500  m2 yang  te r l e t a k   d i  desa  

Ngebruk ,  Kecamatan  Sumberpucung,  Kabupaten  Malang  (buk t i  

P.1)  ;

2. Bahwa  dalam  Pasal  3  dar i  Akta  Per jan j i a n  Ker ja  Sama 

te rsebu t  d i  atas  te l ah  di te t apkan  bahwa modal  yang  te l ah  

dise to r  se jumlah  Rp 1.800 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  de lapan  

ra tus  ju ta  rup iah )  yang  berasa l  dar i  Tergugat  I  sebesar  

50%,  Tergugat  I I  sebesar  155 dan Penggugat  sebaga i  35% ;

3. Bahwa  sesua i  dengan  buny i   dar i  Pasa l  3  te r sebu t  d i  

atas ,  maka  yang  seharusnya  dise to r  o leh  Tergugat  I  

sebesar  50% x  Rp  1.800 .000 .000 , -  =  Rp  900.000 .000 , -  

(sembi l an  ra tus  ju ta  rup iah ) ,  Tergugat  I I  sebesar  15% x  

Rp 1.800 .000 .000 , -  =  Rp 270.000 .000 , -  (dua  ra tus  tu j uh  

puluh  ju ta  rup iah0 ,  dan  Penggugat  sebesar  35% x  Rp 

1.800 .000 .000 , -  =  Rp  630.000 .000 , -  (enam  ra tus  t i ga  

puluh  ju t a  rup iah )  ;
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4. Bahwa   untuk  memenuhi  per j an j i a n  te rsebu t  Penggugat  

te l ah  menyeto r  modal  sebesar  Rp  630.000 .000 , -  (enam 

ra tus  t i ga  puluh  ju t a  rup iah0  secara  ber tahap ,  mela lu i  

Bank  Mandi r i  Malang  Merdeka  dengan  Nomor  Rekening  

(Norek )  144.0002282769  atas  nama Masnur  Musl i ch /H .  Abdul  

Chal im,  Ja lan  Ci l iwung  I I / 21  Malang  masing- masing  :

a. Pada tangga l  22 Ju l i  2002 sebesar Rp  151.499 .848 , -  

(buk t i  p.2 ) ;

b. Pada tangga l  23 Ju l i  2002 sebesar Rp  153.601 .966 , -  

(buk t i  p.3 ) ;

c. Pada tangga l  02 Agustus  2002 sebesar Rp  102.701 .000 , -  

(buk t i  p.4 ) ;

d. Pada tangga l  02 Agustus  2002 sebesar Rp 

92.300 .000 , -  (buk t i  p.5 ) ;

e. Pada tangga l  14 Agustus  2002 sebesar Rp  100.300 .902 , -  

(buk t i  p.6 ) ;

f . Pada tangga l  29 Agustus  2002 sebesar Rp 

29.600 .000 , -  (buk t i  p.7 ) ;

dengan  to ta l  kese lu ruhan  Rp  603.000 .000 , -  (enam  ra tus  

t i ga  puluh  ju ta  rup iah )  dan  hal  in i  d iaku i  o leh  para  

Tergugat  dengan  sura t  pernya taan  tangga l  05  Desember  

2003 (buk t i  p.8 )  ;

5. Bahwa  oleh  karena  Penggugat  merasa  te l ah  melaksanakan  

kewaj i bannya  ya i t u  menyeto r  dana  sesua i  Per jan j i a n  

te rsebu t  d i  atas  maka  Penggugat  meminta  

per tanggung jawaban  atau  laporan  admin is t r a s i  dar i  para  

Tergugat  namun  para  Terguga t  t i dak  memenuhi  permin taan  

Penggugat  ;

6. Bahwa   kemudian  dike tahu i  te rnya ta  para  Tergugat  sama 

seka l i  t i dak  menyeto r  modal  sesua i  per jan j i a n  dan  para  

Tergugat  bersed ia  mengembal i kan  modal  Penggugat  dengan  

para  Tergugat  masing- masing  member ikan  sura t  pernya taan  

bulan  Apr i l  2003  yang  dida f t a r kan  ke  Notar i s  LUSHUN ADJI  

DHARMANTO,  SH.  (buk t i  P.9  dan  P.10)  namun  te lah  ja tuh  

temponya  dan  te l ah  di tag i h  beru lang  ka l i  para  Terguga t  

t i dak  juga  mengembal i kan  modal  Penggugat  ;
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7. Bahwa  oleh  karena   d iduga  kuat  modal  yang  d ise to r kan  

Penggugat  d ise lewengkan  para  Tergugat  maka  Penggugat  

melaporkan  para  Tergugat  ke  Polw i l  Malang  te r t angga l  24  

Januar i  2004 No.Po l . LP /12 /2004 /S IAGA ;

8. Bahwa   untuk  Tergugat  I  mela lu i  putusan  Pengad i l an  

Neger i  Kepanjen  te r t angga l  27  Desember  2004  No.  

559/P id .B /2004 /PN.KPJ  (buk t i  P.11) ,  Tergugat  I  d ipu tus  

lepas  dar i  sega la  tun tu tan  hukum  dengan  per t imbangan  

hukum  bahwa  perbua tan  Tergugat  I  bukan lah  merupakan  

t i ndak  pidana  mela inkan  wi layah  hukum  perda ta  karena  

Tergugat  I  te l ah  mengembal i kan  modal  ke  Penggugat  

sebesar  Rp 50.000 .000 , -  ( l ima  puluh  ju ta  rup iah )  ;

9. Bahwa   untuk  Tergugat  I I  mela lu i  putusan  Pengadi l an  

Neger i  Kepanjen  te r t angga l  17  Desember  2004  No.  

560/P id .B /2004 /PN.KPJ  (buk t i  P.12) ,  Tergugat  I i  d ipu tus  

te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  melakukan  t i ndak  

pidana  “ tu ru t  ser ta  melakukan  pengge lapan”  ;  

10. Bahwa oleh  karena  t i ndakan  dan  perbua tan  para  Tergugat  

yang  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas   maka ker jasama  t i dak  

dapat  d i l an j u t k an  dan  akta  per jan j i a n  harus lah  

dinya takan  bata l .  Bahwa  sudah  nyata  dan  te rbuk t i  para  

Tergugat  te l ah  melakukan  t i ndakan  wanpres tas i  dan  oleh  

karena  i t u  para  Tergugat  harus lah  d ihukum untuk  segera  

mengembal i kan  uang  modal  Penggugat  sebesar  Rp 

630.000 .000 , -  (enam ra tus  t i ga  puluh  ju ta  rup iah )  ;

11. Bahwa oleh  karena  uang  sebesar  Rp 630.000 .000 , -  (enam 

ra tus  t i ga  puluh  ju ta  rup iah )  ada lah  sebaga i  modal  usaha  

Penggugat  maka  dengan  t i dak  dikembal i kannya  modal  

Penggugat  mengak iba t kan  Penggugat  keh i l angan  keuntungan  

yang  seanda inya  dipe ro l eh  apab i l a  uang  te rsebu t  

d idepos i t okan  ke  Bank  oleh  karena  i t u  Penggugat  menuntu t  

agar  pengad i l an  menghukum para  Tergugat  untuk  membayar  

bunga  6  % per  tahun  dar i  modal  Penggugat  sebesar  Rp 

630.000 .000 , -  te rh i t u ng  se jak  bulan  November  2002  sampai  

dengan  Februar i  2005  (6% x  Rp 630.000 .000 , -  x  2,5  = Rp 

94.500 .000 , - )  dan  dipe rh i t ungkan  te rus  sampai  perkara  
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in i  mempunyai  putusan  yang  berkekua tan  hukum te tap  dan  

dibayar  lunas  ;

12. Bahwa   untuk  menjamin  gugatan  Penggugat  dan  te rdapa t  

dugaan  kuat  para  Tergugat  akan  mengal i hkan  barang-

barangnya  untuk  menghindar i  tun tu tan  Penggugat ,  maka 

Penggugat  mohon  agar  Pengad i l an  Neger i  mele takkan  s i ta  

jaminan  (conserva to i r  bes lag  /  CB)  te rhadap  objek - objek  

sebaga i  ber i ku t  

12.1 .Seb idang  tanah  SHM No.  206  atas  nama  H.  ABDUL 

CHALIM se luas  2608 m2 yang  te r l e t a k   d i  desa  Ngebruk ,  

Kecamatan  Sumberpucung,  Kabupaten  Malang  (buk t i  

P.13)  ( tanah  in i  ada lah  mi l i k  Penggugat  dan  para  

Tergugat )  dengan batas - batas  sebaga i  ber i ku t  :

sebe lah  Utara :  tanah  mi l i k  FERRY NOVIANTO /  anak  

Tergugat   I  ;

sebe lah  Timur :  tanah  mi l i k  FERRY NOVIANTO /  anak  

Tergugat   I  ;

sebe lah  Sela tan :  ja l an  Raya  ju rusan  Malang  – 

Bl i t a r  ;

sebe lah  Bara t :  tanah  sawah (da lam sengketa )  ;

1 Sebidang  tanah  SHM No.  205 atas  nama H.  ABDUL CHALIM 

se luas  2048  m2 yang  te r l e t a k   d i  desa  Ngebruk ,  

Kecamatan  Sumberpucung,  Kabupaten  Malang  (buk t i  

P.14)  ( tanah  in i  mi l i k  para  Terguga t  dan  Penggugat )  

dengan batas - batas  sebaga i  ber i ku t  :

sebe lah  Utara :  tanah  mi l i k  SUGIANTO;

sebe lah  Timur :  tanah  mi l i k  SLAMET ;

sebe lah  Sela tan :  ja l an  Raya  ju rusan  Malang  – 

Bl i t a r  ;

sebe lah  Bara t :  tanah  mi l i k  FERRY NOVIANTO /  anak  

Tergugat  I  ;

        12.3 .Seb idang  tanah  SHM No.  207  atas  nama FERRY 

NOVIANTO se luas  2028  m2 yang  te r l e t a k   d i  desa  

Ngebruk ,  Kecamatan  Sumberpucung,  Kabupaten  Malang  

(buk t i  P.15)  ( tanah  in i  mi l i k  para  Terguga t  dan  

Penggugat )  dengan batas - batas  sebaga i  ber i ku t  :
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sebe lah  Utara :  tanah  mi l i k  SUGIANTO ;

sebe lah  Timur :  tanah  mi l i k  FERRY NOVIANTO ;

sebe lah  Sela tan :  tanah  mi l i k  ABDUL CHALIM ;

sebe lah  Bara t :  tanah  sawah (da lam sengketa )  ;

12.4 .Sebuah  bangunan  rumah  SHM No.  1293  atas  nama Drs .  

MASNUR  MUSLICH,  Msi .  se luas  127 m2 yang  te r l e t a k   d i  

Ja lan  Ci l iwung  I I  /  21,  Kelu rahan  Purwanto ro ,  

Kecamatan  Bl imb ing ,  Kota  Malang  dengan  batas - batas  

sebaga i  ber i ku t  :

sebe lah  Utara :  tanah  mi l i k  Bp.  ATIM ;

sebe lah  Timur :  rumah mi l i k  MASNUR MUSLICH ;

sebe lah  Sela tan :  ja l an  Ci l iwung  Gang I I  ;

sebe lah  Bara t :  Gang Setapak  ;

13. Bahwa:  untuk  objek  poin  4  d i  atas  menuru t  pengakuan  

Tergugat  I I  ob jek  te rsebu t  te l ah  d i j aminkan  pada  Turu t  

Tergugat  I  9te r t u l i s  d i  da lam  bukt i  P.10)  bi l a  hutang  

Tergugat  I I   lunas  maka  ser t i f i k a t  ob jek  poin  4  akan  

dise rahkan  kepada  Penggugat  oleh  karena  i t u  Turu t  

Tergugat  I  i ku t  d iguga t  da lam  masalah  in i  agar  segera  

menyerahkan  ser t i f i k a t  tanah  te rsebu t  dan  tunduk  pada  

putusan  pengad i l an .

Sedangkan  untuk  objek  poin  1 sampai  dengan  poin  3 ada lah  

pecahan  dar i  tanah  hak  mi l i k  No.  173  yang  te rcan tum  

dalam  akta  per jan j i a n  ker j asama  (buk t i  P.1)  yang  

merupakan  mi l i k  dar i  Penggugat  dan  para  Tergugat .  Hal  

in i  d iaku i  juga  oleh  para  Tergugat  dengan  sura t  

pernya taan  te r t angga l  9 Jun i  2005  (buk t i  P.16)  dan Turu t  

Tergugat  I I  d iguga t  da lam  masalah  in i  karena  namanya  

dican tumkan  da lam  ser t i f i k a t  yang  te rnya ta  te rmasuk  

objek  di  da lam  akta  per jan j i a n  ker j asama  te rsebu t  dan  

agar  Turu t  Tergugat  I I  tunduk  pada putusan  pengad i l an  ;

14. Bahwa karena  gugatan  Penggugat  berdasarkan  bukt i - bukt i  

yang  nyata  dan  kuat ,  maka Penggugat  mohon  agar  putusan  

dalam  perkara  in i  dapat  d i l aksanakan  te r l eb i h  dahu lu  

walaupun  para  Tergugat  mengajukan  band ing ,  verze t  dan  

kasas i  ;
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Bahwa  berdasarkan  hal - hal  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

mohon  kepada  Pengadi l an  Neger i  Kepanjen  agar  te r l eb i h  

dahu lu  mele takkan  s i t a  jaminan  atas  tanah- tanah  dan  

bangunan  te rsebu t  d i  atas  dan  se lan ju t nya  menuntu t  kepada  

Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  supaya  member ikan  putusan  yang  

dapat  d i j a l ankan  leb ih  dahulu  sebaga i  ber i ku t  :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  sah  dan  berharga  s i t a  jaminan  yang  

di l e t a kkan  oleh  Jurus i t a  Pengad i l an  Neger i  Kepan jen  

atas  objek - objek  po in  12.1  sampai  dengan  12.4  

te rsebu t  d i  atas  ;

3. Menyatakan  bata l  akta  per jan j i a n  ker j asama  No.  15  

yang  dibua t  d i  hadapan  Notar i s  LUSHUN ADJI  DHARMANTO, 

SH.  tangga l  12 Ju l i  2002 ;

4. Menyatakan  para  Tergugat  berada  dalam  keadaan  

wanpres tas i  ;

5. Menghukum para  Tergugat  secara  tanggung  ren teng  untuk  

mengembal i kan  modal  Penggugat  sebesar  Rp 

630.000 .000 , -  (enam ra tus  t i ga  puluh  ju ta  rup iah )  ;

6. Menghukum para  Tergugat  secara  tanggung  ren teng  untuk  

membayar  bunga  6% x  Rp  630.000 .000 , -  x  2,5  =  Rp 

94.500 .000 , -  (sembi l an  puluh  empat  ju ta  l ima  ra tus  

r i bu  rup iah ) ,  te rh i t u ng  se jak  bulan  November  2002  

sampai  dengan  Februar i  2003  sampai  putusan  dalam 

perkara  berkekua tan  hukum te tap  dan  dieksekus i  atau  

dibayar  lunas  ;

7. Menghukum  para  Tergugat  untuk  tunduk  pada  putusan  

pengad i l an  ;

8. Menyatakan  bahwa   putusan  in i  dapat  d i l aksanakan  

te r l eb i h  dahu lu  walaupun  para  Tergugat  mengajukan  

band ing ,  verze t  maupun kasas i  ;

9. Menghukum para  Tergugat  untuk  membayar  ongkos  perkara  

in i  secara  tanggung  ren teng  ;

SUBSIDAIR.

 Mohon putusan  yang  sead i l - ad i l nya  ;  
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Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  I  

dan  Turu t  Tergugat  I I  secara  bersama- sama Terguga t  I I  dan  

Turu t  Tergugat  I  mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  

atas  da l i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

EKSEPSI  TERGUGAT I  DAN TURUT TERGUGAT I I .

KOMPETENSI RELATIF.

1. Bahwa  gugatan  in i  seharusnya  dia jukan  di  Pengad i l an  

Neger i  Malang  sebab  pengambi lan  uang  d i l akukan  di  Bank  

Mandi r i  Cabang  Malang  Merdeka  di  wi layah  hukum 

Pengad i l an  Neger i  Malang  ;

2. Saks i - saks i  yang  akan  di j ad i kan  bukt i  da lam perkara  in i  

leb ih  banyak  ber tempat  t i ngga l  d i  wi layah  hukum Kota  

Malang  ;

3. Sebagian  objek  yang  dimin ta  s i t a  jaminan  berada  dalam 

wi layah  hukum Kota  Malang  ;

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa  gugatan  in i  d ia jukan  te r l a l u  d in i / c epa t  sebab  

putusan  pidana  dalam perkara  No.  559/P id .B /2004 /PN.KPJ.  

yang  di l apo rkan  o leh  Penggugat  be lum mempunyai  kekuatan  

hukum te tap  ( i nk rach t )  karena  Jaksa  Penuntu t  Umum masih  

menggunakan  upaya  hukum ya i t u  kasas i  d i  Mahkamah Agung 

RI  ;

2. Bahwa kesepakatan  yang  d ibua t  o leh  Penggugat  dengan  para  

Tergugat  pada  tangga l  12  Ju l i  2002  di  kanto r  Notar i s  

LUSHUN ADJI  DHARMANTO,  SH.  masih  be lum  berakh i r  sebab  

kesepaka tan  te rsebu t  ber laku  dalam tenggang  waktu  se lama  

10  tahun  seh ingga  gugatan  in i  be lum  waktu  dia j ukan  d i  

Pengad i l an  Neger i  Kepanjen  ;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK HUKUM.

1. Bahwa Bank Mandi r i  Cabang Malang  Merdeka  bera lamat  di  

Ja lan  Merdeka  Bara t  Kota  Malang  dan  Bank  BRI  Cabang  

Malang  bera lamat  di  Ja lan  Kawi  seharusnya  di j ad i kan  

sub jek  hukum  da lam  perkara  in i ,  apakah  sebaga i  

Tergugat  atau  sebaga i  Turu t  Tergugat  d l l  ;

2. Bahwa  begi t u  juga  Notar i s  seharusnya  di j ad i kan  

sebaga i  sub jek  hukum dalam perkara  in i  sebab  Notar i s  
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yang  membuat  per jan j i a n  ker j asama ;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR.

1. Bahwa da lam  gugatan  Penggugat  t i dak  je l as  dan  t i dak  

te rpe r i n c i  da lam pos i t a  maupun pet i t um  ten tang  berapa  

jumlah  uang yang  te lah  digunakan/paka i  o leh  Penggugat  

dan  berapa  juga  uang  yang  te l ah  digunakan /paka i  o leh  

Tergugat  I I  sesua i  dengan  sura t  pernya taan  masing-

masing  para  Tergugat  yang  di j ad i kan  dasar  gugatan  

oleh  Penggugat  ;

2. Bahwa  dalam  gugatan  Penggugat  t i dak  menje laskan  

apakah  uang- uang  yang  di j ad i kan  dasar  da lam  gugatan  

in i  sudah  pernah  digunakan  atau  belum  untuk  

kepent i ngan  kesepaka tan  ker j asama  yang  di l akukan  

Penggugat  dengan para  Tergugat  ;

3. Bahwa  gugatan  Penggugat  kabur ,  gugatan  Penggugat  

prematu r  dan  Pengad i l an  Neger i  Kepanjen  t i dak  

berwenang  mengadi l i  (kompetens i  re la t i f )  maka sangat  

ad i l  apab i l a  gugatan  Penggugat  dinya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima  :

EKSEPSI  TERGUGAT I I .

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa  sete lah  membaca  dengan  te l i t i  te rnya ta  objek  

sengketa  perkara  in i  Penggugat  meminta  uang  yang  

te l ah  dise to r  untuk  ker j asama  pembuatan  dan  

penge lo l aan  SPBU  di  Desa  Ngebruk ,  Kecamatan  

Sumberpucung,   Kabupaten  Malang  yang  te l ah  

dipe rka rakan  secara  pidana  oleh  Penggugat  te rhadap  

Tergugat  I I  dengan  dakwaan  pengge lapan  (Pasa l  372  

KUHP) jo  pasa l  55  KUHP,  dan  pen ipuan  (Pasa l  378KUHP)  

jo  Pasa l  55  KUHP,  te rca ta t  da lam perkara  p idana  No.  

560/P id .B /2004 /PN.KPJ.   dan  perkara  pidana  te rsebu t  

masih  da lam  proses  pemer iksaan  t i ngka t  kasas i  o leh  

Tergugat  I I  v ide  permohonan  kasas i  tangga l  13  Apr i l  

2005  te rhadap  perkara  p idana  te rsebu t ,  seh ingga  oleh  

karenanya  gugatan  Penggugat  dia j ukan  da lam  perkara  

in i  No.  07/Pd t .G /2005 /PN.KPJ.  tangga l  11  Februar i  

Hal  9 dar i  21 hal .   Putusan  No.  784
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2005  ada lah  te r l a l u  d in i  atau  prematu r  sebab  perkara  

pidana  te rsebu t  be lum mendapatkan  putusan  hukum yang  

te tap  ( i nk rach t  van  gewi j sde )  ;

2. Bahwa  per j an j i a n  ker j asama  yang  dibua t  d i  hadapan  

Notar i s  LUSHUN  ADJI  DHARMANTO,  SH.  yang  te l ah  

disepaka t i  anta ra  Penggugat  dengan  Terguga t  I  dan  

Tergugat  I I  be lum  pernah  dibubarkan  atau  diba ta l kan  

oleh  para  pihak  karena  alasan  untuk  membata l kan  ya i t u  

perkara  pidana  te rsebu t  be lum  mempunyai  kekuatan  

hukum te tap  seh ingga  oleh  karenanya  pula  per jan j i a n  

ker j asama  te rsebu t  masih  ber laku  sesua i  dengan  

per j an j i a n  mula i  tangga l  12  Ju l i  2002  sampai  dengan  

tangga l  12 Ju l i  2012 9se lama 10 tahun)  ;

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) .

1. bahwa  Substans i  gugatan  Penggugat  ada lah  kabur  

(obscuur  l i be l )  karena  t i dak  memuat  dengan  je l as  dan  

te rpe r i n c i  ba ik  da lam  pos i t a  maupun  pet i t um  ten tang  

beban  tanggung  jawab  yang  dimin ta  dar i  Tergugat  I  

maupun  Tergugat  I I  berapa  jumlahnya  te rnya ta  t i dak  

di j e l a skan  bebannya  masing- masing  secara  te rpe r i n c i  ;

2. Bahwa   substans i  gugatan  Penggugat  ada lah  kabur  

(obscuur  l i be l )   karena  t i dak  dengan  je l as  apakah  

uang  yang  dise to r  o leh  Penggugat  sebesar  Rp 

630.000 .000 , -  (enam  ra tus  t i ga  puluh  ju ta  rup iah )  

te rsebu t  d igunakannya  untuk  penge lo l aan  SPBU atau  

dipaka i  se lu ruhnya  secara  pr ibad i  o leh  Tergugat  I  ;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG  PIHAK.

 Bahwa  Substans i  perka ra  gugatan   Penggugat   ada lah  

per jan j i a n  ker j asama  penge lo l aan  SPBU  yang  akta  

per jan j i a n  ker j asamanya  d ibua t  d i  hadapan  Notar i s  LUSHUN 

ADJI  DHAMANTO,  SH.  Notar i s  d i  Kepanjen ,  Kabupaten  

Malang,  seh ingga  oleh  karenanya  Notar i s  LUSHUN ADJI  

DHARMANTO,  SH.  seharusnya  juga  dimasukkan  sebaga i  

Tergugat  berdasarkan  putusan  Mahkamah Agung  RI  No.  878  

K/S ip /1977  tangga l  19  Jun i  1977  gugatan  karena  

kekurangan  p ihak  te rsebu t  harus  d i t o l a k  atau  set i dak -
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t i daknya  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;

EKSEPSI  TURUT TERGUGAT I .

EKSEPSI  I  :  GUGATAN  PENGGUGAT  SALAH  ALAMAT  KARENA 

SEHARUSNYA TURUT TERGUGAT I  TIDAK DIJADIKAN PIHAK DALAM 

PERKARA  A QUO.

1. Bahwa   da lam  gugatan  Penggugat  te rnya ta  pokok  

permasa lahan  dalam  perkara  a  quo  ada lah  adanya  

per j an j i a n  ker j asama  anta ra  Penggugat  dengan  para  

Tergugat  da lam  bidang  pembuatan  atau  pend i r i an  

Stas iun  Pengis i an  Bahan  Bakar  Umum /  SPBU (quod  non)  

sebaga imana  dida l i l k a n  Penggugat  pada halaman 1 but i r  

1 gugatannya  ;

Dalam  per i s t i wa  Penggugat  mengadakan  per jan j i a n  

ker jasama te rsebu t  je l as  Turu t  Tergugat  I  t i dak  te r l i b a t  

dan  bahkan  t i dak  mengetahu i  sama seka l i  adanya  hubungan  

hukum te rsebu t  ;

2. Bahwa  te r l eb i h  lag i  sebenarnya  anta ra  Penggugat  

dengan  Turu t  Tergugat  I  /  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  

(Persero )  Tbk,  Kanto r  Cabang Malang  Martad ina ta  t i dak  

pernah  te r j a l i n  adanya  hubungan  hukum ataupun  adanya  

perse l i s i h an ,  maka  gugatan  Penggugat  sangat l ah  

ke l i r u / t i d a k  ten tu  apabi l a  juga  mengiku t se r t a kan  PT.  

Bank  Rakyat  Indones ia  (Persero )  Tbk,  Kanto r  Cabang  

Malang  Martad ina ta  sebaga i  Turu t  Tergugat  I  karena  

je l as  t i dak  ada  re levans i  hukumnya  sama seka l i  da lam 

perkara  a quo  ;

3. Bahwa  sesua i  yur i sp rudens i  Tetap  Mahkamah  Agung  RI  

Nomor  :  294  K/S ip /1971  tangga l  07  Ju l i  1971  junc to  

yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  4  K/S ip /1958  

tangga l  12  Desember  1958  d inya takan  bahwa  se la i n  

gugatan  mut lak  harus  d ia j ukan  oleh  seseorang  yang  

mempunyai  hubungan  hukum yang  cukup  dian ta ra  kedua  

belah  p ihak  (an ta ra  Penggugat  dan  Tergugat )  juga  

dinya takan  bahwa  syara t  mut lak  seseorang  menuntu t  

seseorang  di  depan  pengad i l an  adalah  adanya  

perse l i s i h an  anta ra  kedua  belah  pihak  ;
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4. Bahwa  namun secara  ser ta  merta  Penggugat  mel iba t kan  

pihak  Turu t  Tergugat  I  da lam  permasa lahan  dimaksud ,  

d imana  seharusnya  Turu t  Tergugat  I  t i dak  di j ad i kan  

pihak  dalam  perkara  a  quo ,  Argumentas i  te rsebu t  d i  

atas  dipe r t egas  oleh  Fundamentum  Petend i ,  Posi ta  

(a lasan - alasan  gugatan)  yang  dikemukakan  Penggugat  

dimana  t i dak  ada  satupun  mengemukakan  dal i l - da l i l  

yang  menyatakan  Turu t  Tergugat  I  te l ah  melakukan  

kesa lahan ,  dengan  demik ian  fak ta  te rsebu t  merupakan  

suatu  premisse  bahwa Turu t  Terguga t  I  ada lah  pihak  di  

lua r  gugatan .  Sehingga  dengan  d imasukkannya  Turu t  

Tergugat  I  sebaga i  p ihak  maka gugatan  Penggugat  je l as  

t i dak  tepa t  dan  sudah  seharusnya  di to l ak  atau  

set i dak - t i daknya  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

EKSEPSI  I I  :  GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TEPAT DAN KEKURANGAN 

PIHAK.

5. Bahwa  sa lah  satu  in t i  gugatan  Penggugat  ada lah  

Penggugat  akan  menuntu t  adanya  pelaksanaan  s i t a  

jaminan  te rhadap  SHM No.  1293  an.  Drs .  MASNUR 

MUSLICH  yang  merupakan  agunan  kred i t  Tergugat  I I  

kepada  Turu t  Tergugat  I .  Dapat  Turu t  Tergugat  I  

tegaskan  bahwa piu tang  macet  atas  nama  Tergugat  I I  

dengan  jaminan  SHM No.  1293,  te l ah  Turu t  Tergugat  I  

serahkan  penag ihannya  kepada  KP3N Malang,  seh ingga  

je l as  Penggugat  te l ah  ke l i r u  dengan  mengiku t  ser takan  

dan  menempatkan  Turu t  Terguga t  I  sebaga i  sa lah  satu  

pihak  Terguga t ,  karena  sesua i  dengan  Undang- Undang  

nomor  49/Prp / t ahun  1960  di tegaskan  bahwa  set i ap  

piu tang  negara  yang  te l ah  d ise rahkan  pengurusannya  

kepada  Badan  Urusan  Piu tang  dan  Le lang  Negara  

(BUPLN/KP3N)  maka  tanggung  jawab  pengurus  kred i t  

macet  se lan ju t nya  bera l i h  kepada  PUPN /  KP3N ;

Sehingga  gugatan  Penggugat   t i dak  tepa t  /  sa lah  a lamat  

di t u j u kan  kepada  Turu t  Tergugat  I  /  PT.  BRI  (Perse ro )  

Kanto r  Cabang Malang,  Martad ina ta  ;

6. Bahwa  oleh  karena  i t u  sesua i  dengan  Yur i sp rudens i  
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te tap  Mahkamah  Agung  RI  (v i de  :  Putusan  Mahkamah 

Agung  No.  296  K/S ip /1970  tangga l  19  Desember  1970)  

di tegaskan  bahwa  gugatan  yang   sub jek  hukum  dar i  

Tergugat  t i dak  tepa t / sa l ah  alamat  harus  di to l a k  atau  

set i dak - t i daknya  d inya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

7. Bahwa  dengan  t i dak  tu ru t  ser tanya  KP3N/KP2LN Malang  

yang  saat  in i  sedang  memproses  pengurusan  piu tang  

Negara  macet  an.  Tergugat  I I  dengan  sa lah  satu  ob jek  

le l ang  SHM No.  1293  an.  Tergugat  I I  sebaga i  Tergugat  

da lam  perkara  a  quo ,  maka  sesua i  yur i sp rudens i  

Mahkamah Agung  RI  gugatan  da lam perkara  a  quo  te l ah  

kekurangan  pihak ,  seh ingga  gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  (v i de  :  yur i sp rudens i  Mahkamah Agung  

RI  No.  151 K/S ip /1975  tangga l  13 Mei  1975) .

Dengan  t i dak  dimasukkannya  KP2LN/KP3N  Malang  sebaga i  

p ihak  da lam perkara  a quo  maka je l as  gugatan  Penggugat  

te lah  kekurangan  pihak  /  p ihaknya  t i dak  lengkap  seh ingga  

te rhadap  gugatan  yang  demik ian  sudah  seharusnya  d i t o l a k  

atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

Vide  :

 Putusan  Mahkamah Agung RI  No.  45 K/S ip /1954    tg l  9-

5- 1956.

 Putusan  Mahkamah Agung RI  No.  938  K/S ip /1971   tg l  4-

10- 1972.

 Putusan  Mahkamah Agung RI  No.  216 K/S ip /1974   tg l  27-

3- 1975.

 Putusan  Mahkamah Agung RI  No.  878 K/S ip /1977   tg l  19-

06- 1979.

EKSEPSI  I I I  :  BARANG AGUNAN YANG TELAH DIJAMINKAN TIDAK 

BOLEH DISITA.

8. Bahwa in i  gugatan  Penggugat  kepada  Turu t  Tergugat  I  

ada lah  Penggugat  menuntu t  s i t a  jaminan  te rhadap  SHM 

No.  1293  an.  Drs .  MASNUR MUSLICH yang  se jak  tahun  

1995  sampai  dengan  saat  in i  te l ah  di j am inkan  ke  BRI  

sebaga i  agunan  kred i t  dar i  Tergugat  I I  (Drs .  MASNUR 

MUSLICH)  dan  te l ah  d i i ka t  secara  sempurna  oleh  BRI  

Hal  13  dar i  21 hal .   Putusan  No.  784
PK/Pdt /2010
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dengan hipo t i k  dan hak  tanggungan  ;

9. Bahwa   secara  yur i d i s  te rdapa t  asas  yang  melarang  

peny i t aan  te rhadap  barang  yang  te l ah  di j am inkan  atau  

diagunkan  ;

10. Bahwa berdasarkan  putusan  Mahkamah Agung  RI  No.  394  

K/Pdt /1984  tangga l  31  Mei  1985  menyatakan  bahwa 

‘ba rang  yang  sudah  di j ad i kan  jaminan  hutang  t i dak  

dapat  d ikenakan  conserva to i r  bes lag / s i t a  jaminan” .

Maka atas  dasar  ha l   te r sebu t  d i  atas  gugatan  Penggugat  

yang  demik ian  i t u  sudah  seharusnya  d i t o l a k  atau  set i dak -

t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;

Menimbang,  bahwa  amar  putusan  Pengad i l an  Neger i  

Kepanjen  No.  07/PDT.G/2005 /PN.KPJ.  tangga l  10 Agustus  2005  

yang  te lah  berkekua tan  te tap  te rsebu t  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :

- Menolak  ekseps i  Tergugat  -  Tergugat  I I  dan  tu ru t  

Tergugat  I I I ;

- Mengabulkan  ekseps i  Turu t  Tergugat  I  ;

- Mengeluarkan  Turu t  Tergugat  I  dar i  perka ra  a quo  ;

- Menetapkan  Turu t  Terguga t  I  untuk  t i dak  tunduk  pada  

putusan  in i  ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;

2. Menguatkan  s i t a  jaminan  yang  te l ah  di l e t akkan  o leh  

Jurus i t a  Pengad i l an  Neger i  Kepanjen ,  berdasarkan  

Ber i t a  Acara  Peny i t aan  Jaminan  No.  

07/Pd t .G /2005 /PN.Kp j .  ;

3. Menyatakan  per jan j i a n  ker jasama  pend i r i a n  dan  

penge lo l aan  SPBU adalah  bata l ,  dan  akta  per jan j i a n  

ker j asama  No.  15   yang  dibua t  d i  hadapan  Notar i s  

LUSHUN ADJI  DHARMANTO, SH.  tangga l  12 Ju l i  2002 t i dak  

mempunyai  kekuatan  hukum mengika t  ;

4. Menyatakan  para  Tergugat  berada  dalam  keadaan  

wanpres tas i  ;

5. Menghukum  Tergugat  I  untuk  mengembal i kan  modal  

14
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Penggugat  sebesar  Rp  131.000 .000 , -  (se ra tus  t i ga  

puluh  satu  ju t a  rup iah ) ,  dan  Tergugat  I I  untuk  

mengembal i kan  modal  Penggugat  sebesar  Rp 

449.000 .000 .00  (empat  ra tus  empat  pu luh  sembi lan  ju t a  

rup iah )   ;

6. Menghukum Tergugat  I ,  untuk  membayar  bunga sebesar  Rp 

19.650 .000 , -  (sembi l an  belas  ju ta  enam ra tus  l ima  

puluh  r i bu  rup iah )  dan  Tergugat  I I  untuk  membayar  

bunga  sebesar  Rp 67.350 .000 , -  (enam puluh  tu j uh  ju t a  

t i ga  ra tus  l ima  puluh  r ibu  rup iah )  ;

7. Menghukum Turu t  Tergugat  I I  untuk  tunduk  pada putusan  

in i  ;

8. Menghukum  para   Tergugat   untuk    membayar    b iaya  

perkara    sebesar  Rp 1.420 .000 , -  (sa tu  ju ta  empat  

ra tus  dua pu luh  r i bu  rup iah )   ;

Menimbang,  bahwa  amar  putusan  Pengad i l an  Tingg i  

Surabaya  No.  21/PDT/2006 /PT.SBY.  tangga l  5  Jun i  2006  yang  

te l ah  berkekua tan  te tap  te rsebu t  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

- Mener ima   permohonan  band ing  dar i  Tergugat  I  /  

Pembanding  ;

- menguatkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Kabupaten  Malang  

tangga l  10  Agustus  2005,  Nomor  :  07/Pdt .G /2005 /PN.Kp j  

dengan  perba i kan  yang  amar  putusan  se lengkapnya  sebaga i  

ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI.

 Menolak  ekseps i  Tergugat  I /Pemband ing ,  Tergugat  I I  dan  

Turu t  Tergugat  I I / Tu ru t  Terband ing  ;

 Mengabulkan  ekseps i  Turu t  Tergugat  I /Tu ru t  Terband ing  ;

 Mengeluarkan  Turu t  Tergugat  I /Tu ru t  Terband ing  dar i  

perka ra  a quo  ;

 Menetapkan  Turu t  Terguga t  I /Tu ru t  Terband ing  untuk  t i dak  

tunduk  pada putusan  in i  ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  /  Terband ing  untuk  

sebag ian  ;

2. Menyatakan  Si ta  Jaminan  yang  di l e t akkan  oleh  Jurus i t a  

Hal  15  dar i  21 hal .   Putusan  No.  784
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Pengad i l an  Neger i  Kepanjen ,  berdasarkan  Ber i t a  Acara  

Peny i taan  Jaminan   No.  07/Pdt .G /2005 /PN.Kp j  ;

3. Menyatakan  per jan j i a n  ker j asama  pend i r i a n  dan  

penge lo l aan  SPBU ada lah  bata l ,  dan  akta  per jan j i a n  

ker jasama  No.  15  yang  dibua t  d i  hadapan  Notar i s  LUSHUN 

ADJI  DHARMANTO, SH.  tangga l  12 Ju l i  2002 t i dak  mempunyai  

kekuatan  hukum mengika t  ;

4. Menyatakan  Tergugat  I  /Pemband ing  I  dan  Tergugat  I I  /  

Turu t  Terband ing  berada  da lam keadaan  wanpres tas i  ;

5. Menghukum Tergugat  I  /  Pembanding  untuk  mengembal i kan  

modal  Penggugat  sebesar  Rp 131.000 .000 , -  (se ra tus  t i ga  

puluh  satu  ju ta  rup iah ) ,  dan  Tergugat  I  /  Pembanding  

untuk  mengembal i kan  modal  Penggugat  sebesar  Rp 

449.000 .000 , -  (empat  ra tus  empat  sembi lan  ju ta  

rup iah )   ;

6. Menghukum Tergugat  I  /  Pembanding  untuk  membayar  bunga  

sebesar  6% te rh i t u ng  se jak  bu lan  November  2002  sampai  

putusan  berkekua tan  hukum te tap  dan d ieksekus i  ;

7. Menghukum Turu t  Tergugat  I I  /  Turu t  Terband ing  untuk  

tunduk  pada putusan  in i  ;

- Menghukum Tergugat  I  /  Pembanding  untuk  membayar  biaya  

perkara  da lam kedua  t i ngka t  perad i l an  yang  dalam t i ngka t  

band ing  d i t en tukan  sebesar  Rp 250.000 , -  (dua  ra tus  l ima  

puluh  r i bu  rup iah ) ;

Menimbang,  bahwa  amar  Mahkamah  Agung  RI  No.  198  

K/PDT/2007  tangga l  18 Desember  2007  yang  te l ah  berkekua tan  

te tap  te rsebu t  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

- Menolak  permohonan kasas i  dar i  Pemohon Kasas i  :  H.  ABDUL 

CHALIM al i as  TEK LIM te rsebu t ;

- Memperba ik i  amar  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Surabaya  No.  

21/PDT/2006 /PT .SBY.  tangga l  5 Jun i  2006 yang  memperba ik i  

putusan  Pengad i l an  Neger i  Kepanjen  07/Pdt .G /2005 /PN.Kp j  

tangga l  10  Agustus  2005  seh ingga  amar  se lengkapnya  

sebaga i  ber i ku t  :

MENGADILI  SENDIRI   :

DALAM EKSEPSI.
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 Menolak  ekseps i  Tergugat  I  /  Pembanding ,  Tergugat  I I  dan  

Turu t  Tergugat  I I  /  Turu t  Terband ing  ;

 Mengabulkan  ekseps i  Turu t  Terguga t  I  /  Turu t  

Terband ing  ;

 Mengeluarkan  Turu t  Tergugat  I  /  Turu t  Terband ing  dar i  

perka ra  a quo ;

 Menetapkan  Turu t  Terguga t  I  /  Turu t  Terband ing  I  untuk  

t i dak  tunduk  pada putusan   in i  ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  /  Terband ing  untuk  

sebag ian  ;

2. Menguatkan  Si ta  Jaminan  yang  di l e t akkan  o leh  Jurus i t a  

Pengad i l an  Neger i  Kepanjen ,  berdasarkan  Ber i t a  Acara  

Peny i taan  Jaminan   No.  07/Pdt .G /2005 /PN.Kp j  ;

3. Menyatakan  per jan j i a n  ker j asama  pend i r i a n  dan  

penge lo l aan  SPBU ada lah  bata l ,  dan  akta  per jan j i a n  

ker jasama  No.  15  yang  dibua t  d i  hadapan  Notar i s  LUSHUN 

ADJI  DHARMANTO, SH.  tangga l  12 Ju l i  2002 t i dak  mempunyai  

kekuatan  hukum mengika t  ;

4. Menyatakan  Tergugat  I  /Pemband ing  I  dan  Tergugat  I I  /  

Turu t  Terband ing  berada  da lam keadaan  wanpres tas i  ;

5. Menghukum Tergugat  I  /  Pembanding  untuk  mengembal i kan  

modal  Penggugat  sebesar  Rp 131.000 .000 , -  (se ra tus  t i ga  

puluh  satu  ju ta  rup iah ) ,  dan  Tergugat  I  /  Pembanding  

untuk  mengembal i kan  modal  Penggugat  sebesar  Rp 

449.000 .000 , -  (empat  ra tus  empat  sembi lan  ju ta  

rup iah )   ;

6. Menghukum Tergugat  I  /  Pembanding  untuk  membayar  bunga  

sebesar  6% set i ap  tahun  

7. Menghukum Turu t  Tergugat  I I  /  Turu t  Terband ing  untuk  

tunduk  pada putusan  in i  ;

8. Menolak  gugatan  te rhadap  Turu t  Tergugat  I  /  Turu t  

Terband ing  I  dan gugatan  se leb ihnya  ;

Menghukum  Pemohon  Kasas i /Te rguga t  I  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  in i  sebesar  Rp 

500.000 , -  ( l ima  ra tus  r i bu  rup iah ) ;

Hal  17  dar i  21 hal .   Putusan  No.  784
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Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  te rsebu t  in  casu  putusan  Mahkamah 

Agung  R. I .   No.  198  K/PDT/2008 .  tangga l  16  Desember  2007,  

d ibe r i t a hukan  kepada  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  

Pemohon  Kasas i /Te rguga t  I  -  Pembanding   pada  tangga l  1 

Februar i  2010,  kemudian  te rhadapnya  oleh  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  dahulu  Pemohon  Kasas i /Te rguga t  I  -  

Pembanding ,  d ia j ukan  permohonan  penin jauan  kembal i  secara  

l i s an  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Neger i  Kepanjen  pada  

tangga l  15   Februar i  2010,  yang  dise r t a i  dengan  memor i  

a lasan- alasannya  yang  d i t e r ima  d i  Kepani te r aan  Pengadi l an  

Neger i  te rsebu t  pada har i  i t u  juga ;

Menimbang,  bahwa  ten tang  permohonan  pen in jauan  

kembal i  te rsebu t  te lah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama pada  tangga l  9 Maret  2010,  d ia jukan  jawaban  

memor i  Penin jauan  Kembal i  yang  di te r ima  di  Kepani t e r aan  

Pengad i l an  Neger i  Kepanjen  te rsebu t  pada  tangga l  2  Apr i l  

2010;

Menimbang,  bahwa o leh  karena  i t u  sesua i  dengan  Pasal  

68,  69,  71  dan  72  Undang- Undang  No.14  Tahun  1985  

sebaga imana  yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  2004,  permohonan  penin jauan  kembal i  a  quo   beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dia j ukan  dalam  tenggang  waktu  dan  

dengan  cara  yang  d i t en tukan  undang- undang,  maka  oleh  

karena  i t u  fo rm i l  dapat  d i te r ima ;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  

Pemohon  Kasas i /Te rguga t  I  -  Pembanding  te l ah  mengajukan  

alasan- alasan  pen in jauan  kembal i  yang  pada  pokoknya  

berbuny i  sebaga i  ber i ku t :

1. Bahwa  putusan  Mahkamah  Agung  RI   No.  198  K/Pdt /2007  

tangga l  18  Desember  2007  dalam  per t imbangan  hukumnya  

pada halaman 18 al i nea  ke- 1,  dan ke- 2 yang  menyebutkan  :

………..  bahwa   alasan- a lasan  te rsebu t  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  judex  fac t i  t i dak  sa lah  menerapkan  hukum,  

oleh  karena  Pengad i l an  Tingg i  dapat  mengambi l  a l i h  

per t imbangan  hukum  Pengad i l an  Neger i ,  yang  dianggap  
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te lah  tepa t  dan benar .

Menimbang  bahwa  alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  o leh  karena  judex  fac t i  t i dak  sa lah  

menerapkan  hukum,  lag i  pu la  kebera tan - kebera tan  te rsebu t  

mengenai  peni l a i an  has i l  pembukt i an  yang  bers i f a t  

penghargaan  ten tang  suatu  kenyataan  ha l  mana t i dak  dapat  

d ipe r t imbangkan  dalam  pemer iksaan  pada  t i ngka t  kasas i ,  

karena  pemer iksaan  dalam t i ngka t  kasas i  hanya  berkenaan  

dengan  t i dak  di l aksanakan  atau  ada  kesa lahan  penerapan  

hukum,  adanya  pelanggaran  hukum  yang  ber laku ,  adanya  

kesa lahan  dalam  memenuhi  syara t - syara t  yang  d iwa j i b kan  

oleh  pera tu ran  perundang- undangan,  yang  mengancam 

ke la l a i an  i t u  dengan  bata lnya  putusan  yang  bersangku tan  

atau  b i l a  pengad i l an  t i dak  berwenang  atau  melampaui  

batas  wewenangnya,  sebaga imana  yang  d imaksud  da lam pasa l  

30 Undang- undang  No.14  tahun  1985 sebaga imana  yang  te l ah  

diubah  dengan  undang- undang  No.  5  tahun  2004  ten tang  

Mahkamah Agung.

Bahwa  je l as  alasan- alasan  Maje l i s  Hakim  kasas i  da lam 

per t imbangannya  te lah  melampaui  batas  kewenangannya  

karena  te l ah  mengadi l i  sesuatu  yang  t i dak  dimin ta  oleh  

Penggugat  dan  atau  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

sebaga imana  dimaksud  dalam pasa l  30 undang- undang  No.  14  

tahun  1985  yang  te l ah  diubah  dengan  undang- undang  No.  5  

tahun  2004 ten tang  Mahkamah Agung sebab  :

Dalam  gugatan  Penggugat  yang  dia j ukan  pada  tangga l  9 

Februar i  2005 yang  te r r eg i s t e r  da lam perkara  perda ta  No.  

07/Pdt .G /2005 /PN.Kp j .  tangga l  11 Februar i  2005 pada ;  

Posi t a  4 gugatan  Penggugat  berbuny i  :

Bahwa untuk  memenuhi  per jan j i a n  te rsebu t  Penggugat  te l ah  

menyeto r  modal  sebesar  Rp 630.000 .000 , -  (enam ra tus  t i ga  

puluh  ju ta  rup iah )  secara  ber tahap  mela lu i  Bank  Mandi r i  

Malang  Merdeka  dengan  nomor  reken ing  (Norek )  

144.0002282769  atas  nama MASNUR MUSLICH/H.  ABDUL CHALIM,  

Ja lan  Ci l iwung  I I / 21  Malang  9bukt i  gugatan  P.1) .

Dan pada pet i t um  6 da lam gugatan  Penggugat  berbuny i  :

Hal  19  dar i  21 hal .   Putusan  No.  784
PK/Pdt /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum  para  Tergugat  (H.  ABDUL CHALIM   dan  Drs .  

MASNUR MUSLICH,  M.Si )  secara  tanggung  ren teng  untuk  

mengembal i kan  modal  Penggugat  sebesar  Rp 630.000 .000 , -  

(enam ra tus  t i ga  puluh  ju ta  rup iah ) .

Putusan  Pengadi l an  Neger i  Kepanjen  dalam perkara  pidana  

No.  559/P id .B /2004 /PN.Kp j .  tangga l  27Desember  2004  yang  

dalam  per t imbangan  bahwa   jumlah  uang  yang  d igunakan  

oleh  Tergugat  I /Pemohon  Penin jauan  Kembal i  sebesar  Rp 

131.000 .000 , -  (se ra tus  t i ga  puluh  satu  ju t a  rup iah )  

(buk t i  putusan  pidana  P.20) .

Atas  fak ta - fak ta  te rsebu t  d i  atas ,  Hakim Mahkamah Agung 

RI  /  Maje l i s  Kasas i  da lam  mengadi l i  perka ra  in i  te lah  

melampaui  kewenangannya  dan  sa lah  menerapkan  hukum 

karena  te l ah  mengadi l i  perka ra  yang  t i dak  dimin ta  

sebaga imana putusannya  sebaga i  ber i ku t  :

Pada  amar  putusannya  pet i t um  5  berbuny i  :  Menghukum 

Tergugat  I  /  Pembanding  untuk  mengembal i kan  modal  

Penggugat  sebesar  Rp 131.000 .000 , -  (se ra tus  puluh  satu  

ju t a  rup iah )  dan  Terguga t  I  /  Pembanding  untuk  

mengembal i kan  modal  Penggugat  sebesar  Rp 449.000 .000 , -  

(empat  ra tus  empat  pu luh  sembi lan  ju ta  rup iah )  (buk t i  

putusan  Perdata  P.3) .

Sehingga  putusan  Hakim  Agung  te rsebu t  menjad i  t i dak  

ras iona l  (melampaui  batas  kewenangannya)  karena  

Penggugat  send i r i  menyatakan  bahwa  yang  menggunakan  

uangnya  adalah  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  maka  mana 

mungk in  Tergugat  I  send i r i  yang  d ibeban i  atau  di  hukum 

untuk  mengembal i kan  modal  Penggugat ,  sedangkan  Tergugat  

I I  t i dak  dibeban i  atau  dihukum untuk  mengembal i kan  modal  

Penggugat  ;

Seharusnya  Hakim  Agung  apab i l a  ber laku  adi l  dan  t i dak  

sa lah  menerapkan  hukum maka  Terguga t  I I  d ihukum  untuk  

mengembal i kan  modal  Penggugat  sebesar  Rp 449.000 .000 , -  

(empat  ra tus  empat  pu luh  sembi lan  ju ta  rup iah )  sesua i  

dengan  bukt i  sura t  pernya taan  yang  d ibua t  o leh  Tergugat  

I I  /  Drs .  MASNUR MUSLICH,  M.Si )  (buk t i  sura t  pernya taan  

20
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P.4) ,  in  casu  gugatan  Penggugat  ;

Bahwa   Hakim  Agung  da lam  mengadi l i  perka ra  in i  

seharusnya  member ikan  putusan  adi l  sesua i  dengan  yang  

dimin ta  atau  dimohon  oleh  Penggugat  t i dak  boleh  

mengabulkan  sesuatu  yang  t i dak  dimin ta  ;

2. Bahwa  per t imbangan  hukum se lan ju t nya   putusan  Maje l i s  

Kasas i  pada ha laman 19 al i nea  ke- 2,  menyebutkan  :

Menimbang,  te r l epas  dar i  per t imbangan  te rsebu t  d i  atas  

menuru t  Mahkamah  Agung  amar  putusan  Pengadi l an  Tingg i  

yang  memperba ik i  putusan  Pengad i l an  Neger i  harus  

dipe rba i k i  sepan jang  mengena i  bunga  yang  dibebankan  

yakn i  o leh  karena  di  da lam  putusan  Pengad i l an  Tingg i  

hanya  di ten tukan  bunga  sebesar  6  % tanpa  menyebutkan  

waktu ,  maka per lu  di t egaskan  bahwa bunga  yang  dibebankan  

ada lah  sebesar  6 % per  tahun .

Per t imbangan  Hakim  Agung  te rsebu t  d i  atas ,  te lah  t i dak  

member ikan  kepas t i an  hukum  sebab  apab i l a  perbua tan  

wanpres tas i  sudah  masuk  dalam  sengketa  di  pengad i l an  

maka  bunga  menjad i  berhent i  seh ingga  sangat  tepa t  

apab i l a  Hakim  Agung  menar i k /menguatkan  putusan  Hakim 

Pengad i l an  Neger i  Kepanjen  yang  berbuny i  :  Menghukum 

Tergugat  I  untuk  membayar  bunga  sebesar  Rp 19.650 .000 , -  

dan Tergugat  I I  sebesar  Rp 67.350 .000 , -  ;

Bahwa  putusan  Hakim  waj ib  member ikan  kepast i an  hukum,  

karena  sa lah  satu  tu juan  orang  menggugat  di  Pengad i l an  

Neger i  ada lah  untuk  mencar i  kead i l an  dan kepas t i an  hukum 

sesua i  dengan  tu j uan  hukum  pembukt i an  k i t a  adalah  :  

berusaha  member ikan  kepast i an  ten tang  kebenaran  fak ta  

hukum yang  menjad i  pokok  sengketa .

Bahwa  dar i  per t imbangan  hukum  putusan  judex  

ju r i s /Ma je l i s  Kasas i  te rsebu t  d i  atas ,  Maje l i s  judex  

ju r i s /ma je l i s  kasas i  pada  Mahkamah  Agung  RI  da lam 

per t imbangan  hukumnya  te lah  melanggar  hukum dan  sa lah  

menerapkan  hukum te rhadap  cara - cara  mengadi l i ,  memer iksa  

dan  memutus  perkara  in i ,  se la i n  i t u  pu la  putusan  kasas i  

in  casu  putusan  No.  198  K/Pdt /2007  tangga l  18  Desember  

Hal  21  dar i  21 hal .   Putusan  No.  784
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2007 da lam putusannya  te rdapa t  ke la l a i an  dalam penerapan  

hukum sebaga imana  dia tu r  da lam  pasa l  30  undang- undang  

No.  14 tahun  1985  jo  undang- undang  No.  5 tahun  2004  dan 

ke la l a i an  te rsebu t  dapat  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

je l askan  sebaga i  ber i ku t  :

Hal  te rsebu t  d i  atas  yang  t i dak  d ipe r t imbangkan  oleh  

Maje l i s  Kasas i / j u dex  ju r i s  nyata - nyata  dalam  gugatan  

Penggugat  /  Termohon  Penin jauan  Kembal i  te l ah  meminta  

kepada  Pengad i l an  Neger i  Kepanjen  agar  menghukum para  

Tergugat  secara  tanggung  ren teng  untuk  mengembal i kan  

modal  Penggugat  sebesar  Rp  630.000 .000 , -  (enam  ra tus  

t i ga  puluh  ju ta  rup iah )  dan  menghukum Tergugat  I  untuk  

membayar  bunga  sebesar  Rp 19.650 .000 , -  dan  Tergugat  I I  

sebesar  Rp 67.350 .000 , - .

Kalau  seanda inya  Terguga t  I I /D r s .  MASNUR MUSLICH,  M.Si  

t i dak  menggunakan  uang  mi l i k  Penggugat  maka  log i ka  

hukumnya d ia  t i dak  dibeban i  untuk  membayar  bunga  sebesar  

Rp 67.350 .000 , -  9enam puluh  tu j uh  ju ta  t i ga  ra tus  l ima  

puluh  r ibu  rup iah )  dan  begi t u  juga  ka lau   Tergugat  I I  

t i dak  iku t  menggunakan  uang  mi l i k  Penggugat   maka 

mengapa  Tergugat  I I  te rbuk t i  melakukan  t i ndak  pidana  

pengge lapan  uang  sebesar  Rp 449.000 .000 , -  (empat  ra tus  

empat  pu luh  sembi lan  ju ta  rup iah ) .  Hal  in i  t i dak  

dipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  judex  ju r i s /Ma je l i s  kasas i  

seh ingga  Hakim  Agung  te l ah  t i dak  menerapkan  hukum atau  

melanggar  hukum yang ber laku  ;

3. Bahwa Hakim  Agung/Maje l i s  Kasas i  te lah  la l a i  menerapkan  

hukum  sebaga imana  dimaksud  dalam pasa l  30 Undang- undang  

No.  14 tahun  1985 yang  te lah  diubah  dengan  Undang- undang  

No.  5  tahun  2004  ten tang  Mahkamah  Agung  sebab  dalam 

ura ian  gugatan  Penggugat  bahwa   te l ah  te r j ad i  

kesepaka tan  ker j a  sama anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat  

I  dan  I I  pada  tangga l  12  Ju l i  2002  sebaga imana  akta  No.  

15  yang  d ibua t  d i  Kanto r  Notar i s  LUSHUN ADJI  DHARMANTO, 

SH.  atas  kesepaka tan  te rsebu t ,  Tergugat  I  /  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  te lah  mengeluarkan  biaya - b iaya  berupa  
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:

- Biaya  pengga l i an  tanah ,  b iaya  pembuatan  pondas i ,  

b iaya  pembuatan  sumur ,  b iaya  pembuatan  s lop  sebesar  

Rp 45.900 .000 , -  (empat  pu luh  l ima  ju t a  sembi lan  ra tus  

r i bu  rup iah ) .

- Biaya  pembuatan  Kusen/p in t u  sebesar  Rp 25.000 .000 , -  

9dua pu luh  l ima  ju ta  rup iah ) .

- Biaya  pembel i an  Mesin  Genset  sebesar  Rp 20.000 .000 , -  

(dua  puluh  ju ta  rup iah ) .

- Biaya  pembuatan  Gambar  SPBU sebesar  Rp 13.000 .000 , -  

( t i ga  be las  ju ta  rup iah )  (buk t i  sura t ,  ku i t ans i  dan  

fo to - fo to  P.5) .

Apabi l a  te r j ad i  pembata lan  ker jasama  atau  bangkru t  maka 

biaya- biaya  te rsebu t  harus  dibebankan  dan  menjad i  

tanggung  jawab  pihak  te rka i t  da lam  hal  in i  adalah  

Penggugat ,   Tergugat  I ,  dan   Tergugat  I I ,  bukan  menjad i  

tanggung  jawab  Tergugat  I  seorang  d i r i .  Sehingga  Hakim 

Agung /  Maje l i s  Kasas i  te lah  ber laku  t i dak  adi l ,  memihak  

dan t i dak  objek t i f .

4. Bahwa  yang  leb ih  fa ta l  lag i  Maje l i s  Kasas i  maupun 

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  da lam  per t imbangan  

hukumnya  t i dak  menggal i  n i l a i - n i l a i  hukum  yang  ada.  

Menuru t  Pasa l  178 HIR Maje l i s  Hakim diwa j i bkan  menangan i  

perkara  harus lah  memer iksa  secara  kese lu ruhan  te rmasuk  

bukt i - bukt i  dan  membuat  alasan- alasan  hukum yang  je l as  

(Rege l  van  het  ob jec t i v e  r i ch t )  bahkan  diha ruskan  

mencukupkan  a lasan- a lasan  hukum  yang  menyelu ruh  dan  

akura t  (v i de  pasa l  182,  183 dan Pasal  184 HIR) .

Bahwa Maje l i s  Kasas i  dan Maje l i s  judex  fac t i  (Pengad i l an  

Tingg i )  da lam  putusan  se la i n  te lah  melanggar  pasa l  45  

ayat  (3 )  ber i ku t  menje laskan  juga  te l ah  melanggar  Pasal  

25  Undang- Undang  No.  4  tahun  2004  ten tang  pokok- pokok  

Kekuasaan  Kehak iman yang  menyebutkan  :

“Sega la  putusan  pengad i l an  se la i n  harus  memuat  alasan  

dan  dasar  putusan  te rsebu t ,  memuat  pu la  pasa l  te r t en tu  

dar i  pera tu ran  perundang- undangan  yang  bersangku tan  atau  
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sumber  hukum tak  te r t u l i s  yang  di j ad i kan  dasar  untuk  

mengadi l i ” .

Seharusnya  Hakim  Agung  membuat  a lasan  hukum  mengapa  

Tergugat  I /H .ABDUL  CHALIM/Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

sa ja  yang  dihukum  mengembal i kan  modal  Penggugat  dan  

mengapa  Tergugat  I I /D r s .  MASNUR MUSLICH,  M.Si  t i dak  

dibeban i  atau  dihukum  mengembal i kan  modal  Penggugat  

padaha l  sama- sama menggunakan  uang te rsebu t .

Oleh  karena   i t u  nampak  je l as  kasas i  dan  Maje l i s  judex  

fac t i  da lam putusannya  te l ah  melanggar  Pasa l  45 ayat  (3 )  

undang- undang  No.  5  tahun  2004  dan  melanggar  pasa l  25  

undang- undang  No.  4  tahun  2004,  seh ingga  putusan  kasas i  

te rsebu t  cacat  hukum dan  harus  diba ta l kan  oleh  Maje l i s  

Penin jauan  Kembal i .

5. Bahwa  dengan  dikesampingkannya  keten tuan- keten tuan  

Undang- Undang   Mahkamah  Agung   RI  No.  5  tahun  2004,  

Pasa l  45 ayat  3 ser ta  buku  I I  yang  merupakan  pelaksanaan  

tugas  admin is t r a s i  pengad i l an  maka  nampak  je l as  

per t imbangan  hukum  putusan  kasas i / j u dex  ju r i s  da lam 

member ikan  per t imbangan  hukumnya  merupakan  persesua ian  

kehendak  Maje l i s  send i r i  (meet i ng  of  Mind) ,  yang  d ipaksa  

dan  merupakan  penya lahgunaan  keadaan  (Misb ru i k  Van 

Amstand ighe iden ) .

Sela in  per t imbangan  hukumnya  atas  kehendak  send i r i ,  

Maje l i s  kasas i  da lam  putusannya  te lah  melanggar  

yur i sp rudens i  Mahkamah Agung RI  ya i t u  :

i . Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung  RI  No.  903  K/S ip /1972  

tangga l  10 Oktober  1974,  yang  menyebutkan  :  “Putusan  

Maje l i s  Hakim  yang  t i dak  memper t imbangkan  ala t - ala t  

bukt i  kedua  belah  pihak  ada lah  t i dak  cukup  dan harus  

diba ta l kan ” .

i i . Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung  RI  No.  313  K/S ip /1973  

tangga l  29  Apr i l  1977,  dan  Yur i sp rudens i  MAR RI  No.  

30  K/Pdt / 1995  tangga l  9  Februar i  1998  yang  

menyebutkan  :  “bahwa  putusan  Maje l i s  Hakim  yang  

dalam  per t imbangan  hukumnya  t i dak  lengkap  /  t i dak  
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tepa t  dan bera t  sebe lah  per lu  d iba ta l kan ” .

i i i . Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung  RI  No.  588  K/S ip /1975  

tangga l  13  Ju l i  1976,  yang  menyebutkan  :  “bahwa  

Maje l i s  Hakim  dalam  memutus  perkara  harus lah  

memer iksa ,  mengadi l i  perka ra  secara  kese lu ruhan  

te rmasuk  bag ian- bag ian  (Konvens i  dan Rekonvens i )  dan  

harus  tepa t  dan te rpe r i n c i ” .

6. Bahwa cara - cara  perad i l a n  yang  di l aksanakan  oleh  Maje l i s  

Kasas i / j u dex  ju r i s  te rsebu t  ber ten tangan  dengan  

keten tuan - keten tuan  baik  mengena i  penerapan  fak ta  atau  

pembukt i an  maupun  cara - cara  penerapan  hukum,  demik ian  

seharusnya  hak ika t  dan  fungs i  suatu   perad i l an ,  ha l  in i  

se ja l an  dengan  Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung  RI  No.  951  

K/S ip /1973  tangga l  9 Oktober  1975,  yang  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  :

“Maje l i s  hak im judex  ju r i s  harus  memer iksa  kembal i  suatu  

perkara  secara  kese lu ruhan  dan t i dak  bera t  sebe lah  ser ta  

dapat  memper t imbangkan  yang  adi l  dan menyelu ruh ” .

 Seja lan  pula  dengan  buku  Pedoman pelaksanaan  tugas  dan  

Admin is t r a s i  Pengadi l an  buku  I I  Edis i  Mahkamah  Agung 

tahun  1998.

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  pen in j auan  

kembal i  te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapat   :

Bahwa  hal - ha l  yang  disampaikan  dalam  r i sa l ah  

Penin jauan  Kembal i  bers i f a t  mengulang  dan  sudah  

dipe r t imbangkan  dengan  seksama  oleh  judex  fac t i  maupun 

judex  ju r i s  secara  tepa t  dan benar ;

Bahwa alasan- alasan  Penin jauan  Kembal i  te rsebu t  t i dak  

dapat  d ibenarkan ,  karena  dalam  putusan  dan  per t imbangan  

judex  ju r i s  t i dak  te rdapa t  kekh i l a f an  Hakim  atau  suatu  

keke l i r uan  yang  nyata ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  di  atas ,  maka  permohonan  penin jauan  kembal i  

yang  dia jukan  oleh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i :  H.  ABDUL 

CHALIM al i as  TEK LIM te rsebu t  t i dak  bera lasan ,  seh ingga  

harus  d i t o l a k  ;
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Menimbang,  bahwa  o leh  karena  permohonan  pen in jauan  

kembal i  dar i  Pemohon  Penin jauan   Kembal i   d i t o l a k ,   maka 

biaya  perkara  dalam  pemer iksaan  pen in jauan  kembal i  in i  

harus  d ibebankan  kepada  Pemohon Penin jauan  Kembal i  ;

 Memperhat i kan  Undang- undang  No.  48  Tahun  2009  dan  

Undang- undang  No.14  Tahun  1985  sebaga imana  te lah  d iubah  

dengan   Undang- undang  No.  5  Tahun  2004  dan  Undang- undang  

No.  3  Tahun  2009  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  

yang  bersangku tan ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  pen in jauan  kembal i  dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  :  H.  ABDUL CHALIM  al ias  TEK  LIM 

te rsebu t  ;

Menghukum  Pemohon  Penin jauan   Kembal i  /  Tergugat  I  

untuk  membayar  biaya  perkara  dalam pemer iksaan  pen in jauan  

kembal i  in i  sebesar  Rp  2.500 .000 ,00  (dua  ju ta  l ima  ra tus  

r i bu  rup iah )  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

pada  har i                  Jum’a t   tangga l  18  Maret  2011  

oleh  DR.  H.  AHMAD KAMIL,  S.H.  M.Hum.  Hakim  Agung  yang  

di te t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i  Ketua  

Maje l i s ,  PROF.  DR.  H.  ABDUL MANAN,  SH.  S. IP . ,  M.Hum,  dan  

DRS.  ANDI  SYAMSU ALAM,  S.H.  M.H. ,  Hakim- hak im   Agung  

sebaga i  Anggota ,   dan   d iucapkan  dalam   s idang   te rbuka  

untuk   umum  pada   har i  i t u  juga  oleh   Ketua  Maje l i s  

beser ta  Hakim- hak im  Anggota  te rsebu t  dan  diban tu  oleh  

BAMBANG HERY MULYONO,  S.H. ,  Pani te ra  Penggant i ,  dengan  

t i dak  d ihad i r i  o leh  kedua  belah   p ihak .

Hakim- hak im Anggota ,  
K e t  u a,

  
t t d .

                 t t d .  
DR.  H.  AHMAD KAMIL,  S.H.  M.Hum.

PROF.  DR.  H.  ABDUL MANAN, SH.  S. IP . ,  M.Hum 
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                 t t d .

DRS.  ANDI SYAMSU ALAM, S.H.  M.H.

Biaya- biaya  :  
Pani te ra   Penggant i ,   

1.  Metera i  …………  Rp.        6.000 , 00         
2.  Redaks i  ……….. Rp.        5.000 , 00       Ttd .
3.  Admin is t r a s i   PK Rp.2 .489 .000 ,  00   BAMBANG  HERY 

MULYONO, S.H.
J u m l  a h Rp.2 .500 .000 , 00

Untuk  sa l i nan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n .  Pani te r a

Pani te ra  Muda Perdata ,

SOEROSO ONO, S.H.  M.H.
NIP.  040 044 809
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